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ABSTRAK 

MOH. ILYAN BIAHIMO NIM: H.11.16.168 PENEGAKAN HUKUM 

TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON IKAN 

MILIK ORANG LAIN dibimbing oleh Rusmulyadi dan Rommi Y Hiola. 

Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana 

Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain (2). mengetahui Faktor 

Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah 

Rumpon Ikan Milik Orang Lain 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Doktrinal 

untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, atau 

fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Penegakan Hukum tindak Pidana 

Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain Yang Pertama Adalah 

Izin Rumpon (harus ada) karena hal ini diatur dalam peraturan pemerintah yang 

mengaharuskan rumpon yang dipasang dilaut harus ada izin guna meciptakan 

ketertiban pemasangan (2).Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain yaitu Penegak 

Hukum yang kurang memadai sehingga pencurian ikan masih terjadi selain itu 

Aturan mengenai pencurian ikan dibawah rumpon masih kurang jelas sehingga 

masyarakat tidak memahami bagaimana seharusnya terhadap rumpon yang 

dimilkinya  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Seharunya 

pemerintah daerah melakukan pengawasan dan penertiban bagi rumpon yang 

berizin dan melahirkan aturan mengenai pencurian ikan dilaut khsusnya dibawah 

rumpon ikan yang berizin (2).Masyarakat perlu pemhaman yang mendalam 

mengenai pengelolaan hasil perikanan dan kelautan agar betul-betul masyarakat tau 

harus seperti apa ikan yang ditangkap sehingga tidak memunculkan polemik 

pencurian dikalangan masyarakat 

 

Kata kunci: Penegakan, Pidana, Pencurian, Ikan, Rumpon Ikan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat)yang mana selalau 

mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, nilai-nilai 

konstitusi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diatur dalam undang-

undang yang mengedepankan setiap perilaku harus dilandasi dengan norma 

hukum yang berlaku, apabila kita melihat pengertian negara hukum yang 

diugkapkan oleh Jimly Assidiq bahwa negara hukum adalah negara yang 

senantiasa mengedepoankan nilai-nilai hukum dalam berperilaku dan tidak 

berdasarkan kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada, 

dalam melindungi masyarakatnya sebuah pemerintah selalu mengedepankan 

atuaran hukum yang berlaku untuk mengaturnya. 

Berbicara mengenai aturan hukum hampir semua perilaku manusia di 

Indonesia yang bertetangan dengan hukum semuanya memilki sanksi pidana 

dan memilki aturan yang jelas, seperti halnya dengan tindak pidana 

pencurian, tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang Khusunya Hukum Pidana, KUHP memberikan penjelasan 

secara jelas mengenai tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. 

Maraknya tindak pidana pencurian saat ini merupakan fenomena yang 

sering muncul dan meresahkan masyarakat pada umunya, namun pidana 
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pencurian yang dimaksud adalah pencurian ikan, pencurian ikan sering 

dijumpai dibeberapa tempat seperti pencurian ikan dialam kolam yang 

dipelihara, pencurian ikan yangmemang dibudidayakan serta pencurian ikan 

yang disimpan untuk dijual semua pencurian ikan yang dimaksud diatas 

jelas diatur dalam hukum Pidana namun Pencurian yang akan dibahas 

adalah pencurian ikan dibawah rompong ikan yang berada ditengah lautan. 

Pendapat mengenai tindak pidana pencurian yang telah dikutip dalam 

tulisan ini adalah sebagai berikut sebagaimana yang diungkapakan oleh 

Adami Chazawi1 bahwa tindak pidana pencurian harus memenuhi beberapa 

unsur seperti: 

1. Dimulai Dengan Maksud 

2. Kepentinganya Untuk Memiliki  

3. Dengan Cara Melawan Hukum 

Pendapat dari Adami Chazawi mengenai unsur pencurian diatas 

sangat jelas sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

sebagimana dalam penegasan bahwa  

Pasal 362 

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah 

 
1 Adami Chazawi, 2003 Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media, , Hlm 5 
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Mengenai tindak pidana pencurian sebenarya diatur dalam beberapa 

pasal dalam hukum pidana sebagaimana pada Bab XXII Pasal 362 – 367 

KUHP, namun dalam hukum pidana tentang pencurian terdapat pula 

beberapa teori yang mengkategorikan mengenai pencurian sebagaimana 

yang disebutkan Adami Chazawi dengan ketegori : 

1. Benda bergerak (Rorrend Goed) serta memiliki hak milik 

2. Benda tidak bergerak dan tidak memilki hak milik 

Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang melihat dari dua sisi 

mengenai tindak pidana yang sudah diatur dan belum diatur didalam hukum 

pidana. 

Berdasarkan penelitian mengenai objek yang akan diteliti kedepanya 

yaitu pencurian ikan dibawah rompon ikan yang telah dibuat oleh nelayan, 

rumpon merupakan semacam alat bantu nelayan yang dipersamakan dengan 

batu karang yang ada di tengah laut untuk tempat ikan bermain, rumpon 

ikan dibuat dari kerajinan tangan manusia yang gunanya untuk 

mendatangkan ikan sebanyak mungkin dan berada dibawah rumpon setelah 

itu rumpon ikan akan sangat mudah ditangkap karena ikan akan bermain 

disekeliling rumpon, namun yang menjadi permasalahan mengenai rumpon 

ikan adalah banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencuri 

ikan yang dibawah rumpon yang dipasang oleh orang lain. 

Seperti kejadian di sekitaran Pantai Gorontalo Utara yang ditemukan 

pada saat melakukan penelitianbahwa beberapa nelayan ikan sudah 
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mengalami kejadian yang sama yaitu pencurian ikan dibawah rumpon, ikan 

yang dikumpulkan dengan cara memasang rumpon di tengah laut atau laut 

dalam, ikan dibawah rumpon telah dicuri oleh orang lain yang bukan 

pemilik rumpon ikan sehingga hal ini tentunya sangat meresahkan 

masyararakat yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan ikan, 

rumpon pada umunya adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan setelah 

itu ikan akan bermain dan berputar disekeliling rumpon dan pemilk rumpon 

akan mudah menangkapnya. 

Berdasarkan kasus diatas tentunya akan mengundang polemik 

mengenai pencurian ikan dibawah rumpon ikan, karena beberapa pandangan 

dari segi nelayan bahwa itu adalah Perilaku mencuri dan termasuk sebuah 

tindak pidana, sedangkan dalam beberapa doktrin tindak pidana pencurian 

ikan dibawah rumpon, bukanlah sebuah tindak pidana pencurian karena ikan 

yang masih berada dibawah laut tidak memiliki tuan dan tidak memiliki 

siapa pemilikinya 

Yang menjadi Urgensi (penting) pada Penelitian ini sehingga 

memungkinkan untuk dijadikan sebagai penelitian adalah  

1. Bentuk pencurian yang dilakukan oleh oknum yaitu pencurian 

ikan dibawah rompong milik orang lain 

2. Pencurian ikan dibawah rompong apabila dilihat dari sisi hukum 

pidana mengenai unsur tindak pidana pencurian  tidak masuk 
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dalam kategori dalam unsur pencurian karena ikan dilaut 

dikategorikan tanpa pemilik. 

3. Maksud tanpa pemilik adalah ikan yang berada dibawah gubuk 

rompong diatas laut tanpa suatu ikatan dan tidak dipelihara oleh 

siapapun. 

Sehingga sanksi pidana menurut peneliti belum pernah ditemukan 

karena belum pernah ada kejadian penangkapan oleh pihak kepolisian 

mengenai pencurian ikan dibawah rumpon tentunya kejadian diatas akan 

memberikan pemahaman dan akan memunculkan ide dan gagasan, guna 

mencari solusi dan memecahkan persoalan pencurian ikan dibawah rumpon 

nelayan di sekitaran lautpantai Gorontalo Utara 

Maka dari itu peneliti akan mengajukan penelitian guna mencapai 

sebuah tujuan dari pada penelitian mengenai Kepastian Hukum tindak 

pidana pencurian ikan dibawah rumpon ikan nelayan, kepastian hukum yang 

dimaksud adalah untuk mencari aturan hukum yang tepat bagi pencuri ikan 

dibawah rumpon ikan yang dipasang oleh nelayan, hal ini tentunya sebuah 

ironi yang harus dipecahkan karena rumpon yang dipasang oleh nelayan 

membutuhkan biaya yang tidak kecil mulai dari perakitan rumpon sampai 

pemasangan bahkan biaya untuk mencapai laut dalam semuanya 

membutuhkan biaya yang banyak, sedangkan setelah dipasang rumpon ikan 

datanglah nelayan lain yang memanen ikan yang berada disekitaran rumpon 

tanpa keluar keringat sedikit pun. 
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Maka dari itu tentunya kejadian diatas akan memunculkan sebuah 

penelitian tentang PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA 

PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON IKAN MILIK ORANG LAIN 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagimanakah Bentuk Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah 

Rumpon Ikan Milik Orang Lain? 

2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain? 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah 

Rumpon Ikan Milik Orang Lain 

2. Untuk mengetahui Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum 

Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang 

Lain 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan eksploratif  

Yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang belum 

pernah diteliti sebelumnya guna pengembangan keilmuan dibidang 

hukum pidana khusunya tindak pidana pencurian 

2. Tujuan secara verivikasi  

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah 

ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada 
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tersebut baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun 

menguatkan teori yang sudah ada, sebenarnya tujuan verivikasi ini 

bertujuan agar menambah khasanah keilmuan mahasiswa dan semua 

kalangan akademisi, dan penegak hukum dari segi teori dan praktik 

3. Tujuan Secara Development 

Tujuan dari segi development ini adalah agar penelitian yang sudah 

ada sebelumnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang guna mencapai sebuah kasahihan karya ilmiah mahasiswa 

khusnya karya ilmiah penulis tentang Tindak Pidana Pencurian Ikan 

Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana 

sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan 

tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum 

berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum 

pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit 

dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan 

oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-

pengertian hukum pidana khsusnya hukum pidana indonesia, selain 

pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah 

pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta 

perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum. 

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara 

asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, 

kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang 

tindak pidana sbebnarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan 

istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, 

terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada 

yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa. 
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Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli 

hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli 

hukum mengenai hukum pidana: 

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman 

mengemukakan bahwa:2 

a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau 

Feit yang oleh peraturan perundang-undagan dirumuskan sebagai 

perbuatan yang dapat dihukum” 

b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu 

perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja 

maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar 

diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum 

dan kesejahteraan” 

2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana 

heni menjeaskan bahwa 3tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana 

sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan 

kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif 

adalah seperti yang terwujud in obstracto dalam peraturan pidana, namun 

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang 

menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret” 

 
2 Tri andarisman,2006 hukum pidana,asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar 

lampung , universitas lampung , hal 53-54 
3 Heni siswanto ,2005hukum pidana bandar lampung universitas lampung  hlm 35 
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3. Sedangkan menurut lamintang4 menegaskan “tindak pidana dikenal 

dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu 

kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam 

berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupaka hal yang 

dianggap kurang tepat 

4. Moeljatno juga juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu :5 

a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di 

undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan 

menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang 

perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst 

b. Didalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli 

hukum 

c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebernarya 

dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan  

d. Didalam bukunya Tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran 

e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan 

yang dapat dihukum 

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

(Simanjuntak)6 mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan 

dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan 

fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman 

 
4PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico 
5 Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59 
6 Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum 
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Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak pidana untuk 

penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih 

konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua 

tindak fisik adalah tindak pidana dan sebaliknya suatu tindakan fisik dapat 

menyebabkan berbagai tindak pidana. 

(Prodjodikoro)7 Mengemukakan secara umum mengenai istilah 

kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal 

muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga 

disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam 

dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan 

bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh 

hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”  

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas 

(nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, 

ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan 

hukuman yang ada sebelum kejahatan" 

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam 

istilah yang digunakan pada umunya seperti diabawah ini: 

1. Starf memilki istilah terjemahan pidana/hukuman 

2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh 

3. Feit memeilki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan 

 
7  Wirjono Prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju,Jakarta: hal 59 
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Jadi pada dasarnya istilah starfbaarfeit juga diartikan sebagai 

perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan 

hukuman, apabila kita ingin melihat lebh jauh bahwa kapan suatu tindak 

pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang 

diungkapkan  

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila 

memenuhi unsur-unsur:8 

1. Unsur melawan hukuk objektif 

2. Unsur melawan hukum subjektif 

3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia. 

4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana” 

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan olehMezger “yang 

menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana 

undang-undang 

1. Merupakan perbuatan yang dialkukan oleh manusia 

2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum 

3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang 

4. Dapat diberikan tindak pidana” 

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir 

dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang 

 
8 Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23 
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diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana 

apabila memeiliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini 

biasasnya dikenal dengan istilah (Outard Conduct) atau dengan itilah Actus 

Reus 

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah 

orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu 

dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini 

yaitu KUHPidana, disini amintang memilki pandagan tentang unsur-unsur 

tindak pidana yaitu secar umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur 

sperti unsur subyektif dan unsur obejktif 

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri 

pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku 

2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan 

situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan  

Apabila kita melihat pandagan lamintang bisa dikategorikan tergolong 

masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan dir pelaku dan keadaan 

dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandagan beberapa ahli 

hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Pandagan monistis yaitu pandagan mengenai setiap perbuatan pidana 

adalah syarat dari pemidanaan pandagan ini dianut dari beberapa ahli 

hukum sperti simons, van hammel, mezger  

2. Sedangkan pandagan dualistis memberikan padagan bahwa adanya 
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pemisahan perbuatan antara susuatu yang dialarang dan sanksi yang 

diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh 

H.B.Vos, W.P.J.Pompe, dan Moeliatno 

2.1.3. Jenis-Jenis Pidana 

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang 

dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adaya perilaku hukum pidana 

dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu 

didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak 

pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta 

pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan 

jenis delik atau pidana sebagai berikut: 

1. Delik materil  

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu 

perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku 

diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul 

stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi 

atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal 

pembunuhan dan penganiyaan  

2. Delik formil 

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat 

bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang 

mengatur secara khsusu perbuatan pidana yang melarang 

sesorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, 
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sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibitanya  

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 

209 tentang sumpah palsu 

2.2. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi 

2.2.1. Pengertian Penerapan Sanksi 

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah 

menggabarkan pengertian 9manusia sebagai mahluk sosial yang hidup 

dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (zoon politicon), yang 

memeilki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainya, 

kebutuhan itu dapat berupa secra langsung maupun secara tidak langsung 

baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan. 

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjagan sosial, 

yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memilki 

karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentagan 

diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya 

peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (Rust En Orde). 

Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai 

engan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi 

tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah 

hukum yang tibul dan tumbuh berkembang bersama mereka. 

 
9 R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40 
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Apabia kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan 

terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrech dikutip oleh 

soeroso menegaskan bahwa10 “ ilmu hukum merupakan himpunan-

himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang 

mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh 

anggta masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah 

ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu 

adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai 

pedoman masyrakat luas. 

Sedangkan menurut P.Borst memberikan defenisi tentang hukum itu 

bahwa11 “keseluruhan peratuan perbuatan manusia didalam masyarakat 

yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata 

kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan defenisi 

hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan 

dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya. 

Apabila kita melihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli 

hukum diatas hampis keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan 

alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susatur hal 

yang dianggap memilki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat 

akan diatur dan dilkukan secara memaksa, mekasa dalam artian apabila 

tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya 

 
10 Ibid Hlm 27 
11 Ibid Hlm 27 
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Hans Kelsen juga memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi 

koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang 

menggangu masyarakat” pada pandagan kelsen yang dimana pemberlakuan 

Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma 

yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen 

akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisiasi hukum, hal ini 

memenng disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial 

serta manusia pada umunya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi 

tertentu. 

2.2.2. Jenis Jenis Sanksi  

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan 

peristilanya yaitu: 

1. Sanksi Pidana 

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku 

manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang 

mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana 

sebenarya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku 

jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila 

dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan 

hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. 

Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP) sebagiamana induk dari sanksi hukum pidana 
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Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:12 

1. Pidana pokok 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

e. Pidana tutupan 

2. Pidana tambahan: 

a. Pencabutan hak  

b. Perampasasn barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

Kedua sanksi pidana diats dikenal dengan sanksi yang bisa 

diberikan berdasrkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap 

manusia. 

2. Sanksi Perdata 

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu: 

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu 

Prestasi  

2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang 

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

 
12 Kuhpidana Pasal 10  
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1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu 

bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir) 

2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak 

memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan 

comdemnatoir) 

3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu 

menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna 

memutuskan suatu perkara 

3. Sanksi Adminstratif 

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang 

telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam 

keadan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan  

a. Sanksi denda 

b. Sanksi pemberhentian sementara 

c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan 

2.3. Tindak Pidana Pencurian Ikan (Legal Fishing) 

2.3.1. Pencurian Ikan (Legal Fishing) 

Pencurian ikan merupakan salah satu kegiatan yang diatur secara 

khsus oleh Undang-Undang“Tentang Kelautan, terutama menyangkut 

bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan 

pelanggaran Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak 

terdapat istilah Illegal Fishing Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-
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Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi 

maupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu Illegal Fishing” 

Apabila kita melihat pandagan dari Nunung Mahmuda13 mengenai 

pengertian pencurian ikan (illegal Fishing) beliau mengungkapkan bahwa 

“Illegal Fishing berasal dari kata Illegal yang berarti tidak sah atau 

tidak resmi Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan, 

dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan, mengambil, 

merogoh, mengail, atau memancing” 

“Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International 

Plan of Action (IPOA) –Illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang 

diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for 

Responsible Fisheries (CCRF); 

1. Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh suatu negara 

tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan 

yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi 

atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan 

hukum dan peraturan negara itu; 

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal 

perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung 

sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, 

 
13 Nunung Mahmudah, 2013 Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah 

Perairan Indonesia, hlm. 80 
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Regional Fisheries Management Organization (RFMO), tetapi 

pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-

tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah 

diadopsi RFMO Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang 

ditetapkan itu atau aturan lain yang berakitan dengan hukum 

internasional; 

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan 

perundang-undangan suatu negara atau ketentuan 

internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara 

anggota RFMO” 

Apabila kiat melihat rumusan mengenai Undang-undang Perikanan 

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menegaskan: 

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk prosesyang 

terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, 

konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan 

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan yang di lakukan oleh pemerintah atau 

otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan 

prduktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati” 
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UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009  yang meliputi ; 

Pasal 28 dan Pasal 28 A 

“Melakukan penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal 

pengangkut ikan harus memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan 

(SIKPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat Ijin 

Penangkapan Ikan), ataupun tidak boleh memalsukan atau 

menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu”  

Berdasrkan hal diatas maka dapat digolongkan mengenai tindak 

pidana ilegal fishing yaitu; 

1. Menagkap ikan tanpa izin 

2. Menggunakan izin palsu 

3. Melakukan penagkapan ikan dengan alat yang dilarang 

4. Menagkap ikan yang tidak sesuai ijin tangkap 

2.3.2. Pengertian Rumpon  

Rumpon merupakan semacam alat bantu nelayan yang dipersamakan 

dengan batu karang yang ada di tengah laut untuk tempat ikan bermain, 

rumpon ikan dibuat dari kerajinan tangan manusia yang gunanya untuk 

mendatangkan ikan sebanyak mungkin dan berada dibawah rumpon setelah 

itu ikan akan sangat mudah ditangkap karena ikan akan bermain disekeliling 
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rumpon pengertian mengenai rumpon sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Monintja14 

“Rumpon dalam bahasa kelautan adalah karang buatan yang dibuat 

oleh manusia dengan tujuan sebagai tempat berkumpul ikan. Rumpon 

merupakan rumah buatan bagi ikan di dasar laut yang dibuat secara 

sengaja dengan menaruh berbagai jenis barang di dasar laut seperti 

ban, dahan dan ranting dengan pohonnya sekaligus Barang–barang 

tersebut dimasukkan dengan diberikan pemberat berupa beton, batu–

batuan dan penberat lainnya sehingga posisi dari rumpon tidak 

bergerak karena arus laut Barang–barang yang dimasukkan kedalam 

laut dapat terus ditambah secara berlanjut untuk menambah massa 

rumpon” 

2.3.2. Jenis Jenis Rumpon  

Ada beberap jenis rumpon ikan yang telah disebutkan oleh Monintja 

bahwa jenisnya dalah sebai berikut; 

1. Rumpon perairan dasar 

Yaitu rumpon yang dibuat secara khsus untuk mendatangkan 

ikan ditempatkan dan dipasang di dasar laut guna memancing 

pergerakan ikan yang berada pada dasar laut 

2. Rumpon perairan dangkal  

 
14 https://id.wikipedia.org/wiki/Rumpon 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_buatan


24 
 

 
 

Yaitu rumpon yang dibuat secara khsus untuk mendatangkan 

ikan ditempatkan dan dipasang di dasar laut yang dangkal 

guna memancing pergerakan ikan yang berada pada dasar laut 

dangkal 

3. Rumpon perairan dalam 

Yaitu rumpon yang dibuat secara khusus untuk mendatangkan 

ikan ditempatkan dan dipasang di perairan dalam guna 

memancing pergerakan ikan yang berada pada perairan dalam 

“Dalam hal pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan 

Menteri KKP Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Bagi setiap orang yang 

melakukan pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon” 
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2.4. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUHPidana pasal 362 

UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 

 

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA 

PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON 

IKAN MILIK ORANG LAIN 

 

 

Penegakan Hukum tindak Pidana 

Pencurian Ikan Dibawah Rumpon 

Ikan Milik Orang Lain 

1. Izin Rumpon (harus ada) 

2. Sanksi pidana 

 

 

 

 

 

Faktor Apakah Yang 

Menghambat Penegakan Hukum 

Tindak Pidana Pencurian Ikan 

Dibawah Rumpon Ikan Milik 

Orang Lain 

1. Penegak Hukum 

2. Aturan  

3. Keterbukaan Masyarakat 

 

 

 

 
Kepastia Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan 

Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain 
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2.5. Defenisi Operational 

1. Pencurian Ikan adalah perilaku mengambil ikan hasil tangkapan orang 

lain 

2. Rumpon Ikan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menakap 

ikan 

3. Izin Rumpon adalah izin yang diberikan bagi nelayan yang akan 

memasang rumpon dilaut 

4. Saksi larangan adalah saksi yang diberikan kepada nelayan yang 

melangar aturan rumpon untuk tidak lagi memasang rumpon 

5. Penegak Hukum adalah orang atau lembaga yang diberikan untuk 

kepentingan penegakan hukum  

6. Aturan adalah undang-undang yang menjadi acuan dalam penegakan 

hukum 

7. Keterbukaan Masyarakat adalah tingkat pengetahuan yang diketahui oleh 

masyarakat tapi masyarakat memilih untuk tidak mengetahuinya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa 

disebut dengan jenis penelitian Non Doktrinalyang mana penelitian ini 

diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang 

menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi 

ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Tindak Pidana Pencurian Ikan 

Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain, ini menujukkan bahwa adanaya 

sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat Nelayan, karena 

Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain 

harus dilindungi oleh negara 

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti 

Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian 

yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik 

secara verbal maupun sacara nyata  serta dilakukan pengamata secara 

langsung.15 

 

 

 

 

 
15 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

Pustaka Pelajar, hlm.280 
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3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tindak 

Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain yang mana 

banya kejadian pencurian ikan dirumpon tanpa penyelesaian secara ukum 

secara jelas 

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan dimAna titik seorang untuk mengambil 

data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi 

penelitian yang dimaksud adalah Pantai Gorontalo Utaraterdapat Tindak 

Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain serta 

waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang 

dimulai dari bulan desember 2019 sampai Februari 2020 sesuai dengan 

penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesaui dengan rentan 

waktu kebutuhan data penelitian. 

3.4. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan intrumen yang dpat memberikan 

informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak, yang memilki karakteristik pada suatu benda atau objek 

yang akan diteliti 
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Pengertian populasi juga dikemukana oleh sujarweni mengungkapkan 

bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang 

akan diteliti, yang memilki karakteristik sebagaimana untuk penelitian16 

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pencurian Ikan 

Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain serta tokoh masyarakat dan 

pemerhati nelayan 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili 

populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam 

penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa 

sampel adalah bagian dari dari populasi yang memiliki karakteristik yang 

akan diteliti17 

Sampel yang dimaksud adalah  

1. Nelayan    :6 (Enam Orang) 

2. Pemerhati nelayan  :1 (Satu) Orang   

Jumlah    : 7 (Tujuh) orang sampel  

3.5. Sumber Data  

3.5.1. Data Studi Literatur 

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para 

ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan 

surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari. 

 
16 Ibid hlm 285 
17Ibid hlm 289 
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Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara 

mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai 

macam literatur,serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media 

cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.18 

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan  

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data 

yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi 

penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah: 

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi 

Yaitu langsung elakukan penelitian dengan cara melihat dan 

mencermati dan mengamati objek penelitian sehigga dapat ditarik 

suatu kesimpulan pada objek penelitian 

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara 

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti 

langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu 

masalah atau melakukan langsung wanacara yang berhubungan 

dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang 

dianggap berhubungan dengan objek penelitian 

 

 

 
18Ibid hlm 291 
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3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi 

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode 

dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan 

dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui 

dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian19 

3.7 Teknik Analisa data 

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder 

maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang 

telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yag ditemukan 

dalam penelitian20 

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif 

dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan 

terperinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19Ibid hlm 295 
20Ibid hlm 299 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.Tinjauan Umum Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil 

data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi 

penelitian yang dimaksud adalah Pantai Gorontalo Utara terdapat Tindak 

Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain serta 

waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang 

dimulai dari bulan desember 2019 sampai Februari 2020 sesuai dengan 

penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesaui dengan rentan 

waktu kebutuhan data penelitian. 

Berdasarkan data kelautan yang dikutip dari media hafid Pakaya 

“memberikan gambaran laut gorontalo utara Memiliki panjang garis pantai 

± 320 Km2, yang merupakan garis pantai terpanjang di wilayah Provinsi 

Gorontalo, tepatnya berada di perairan  laut Sulawesi yang berhadapan 

langsung dengan samudra pasifik 

Memiliki Wilayah Pengembangan Perikanan  tangkap berada di posis 

716 WPP dengan laut ZEEI 40.000 km2, Tipologi  Kondisi  perairan  yang 

relatif tenang ini menyebabkan potensi kegiatan budidaya laut yang lebih  

dominan dibandingkan dengan daerah lainnya 

Peluang Investasi dibidang perikanan dan Kelautan ini memiliki nilai 

strategis, hal ini dapat diuraiakan sebagai berikut; 
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1. Memiliki akses jalan darat (Trans Sulawesi) yang menghubungkan  

dengan kota-kota lainnya di Sulawesi; 

2. Memiliki Kawasan Minapolitan; 

3. Memiliki potensi perikan yang cukup besar yang terdiri dari; 

• Perikanan tangkap 21.883.35 ton/pertahu 

• Perikanan budidaya laut Rumput laut 21.288.09 ton, KJA (Ikan 

Kuwe) 54,97 Ton  dan kerang mutiara 8.502,3 Ton 

• Budidaya air Payau : Udang 108.61 Ton dan Bandeng 286.82 Ton 

• Budidaya air Tawar : Ikan s 4.64 Ton dan Ikan Nila 7,20 Ton 

4. Memilki potensi perikanan budidaya  yang meliputi tambak 413 Ha, 

rumput laut 2560 Ha, budidaya ikan 500 Ha dan lain-lain 250 Ha (Dinas 

Perikanan & Kelautan, Gorontalo Utara, 2012); 

5. Memiliki sarana dan prasarana wilayah yang relative lebih baik jika 

dibandingkan dengan lokasi lainnya. Pelabuhan perikanan di kecamatan 

Kwandang, Pelabuhan cargo di Kecamtan Anggrek. Kawasan ini 

merupakan kawasan pusat perdagangan dan transportasi hasil perikanan 

6. Memiliki lokasi yang berpotensi untuk dikembangkannya master plan 

minapolitan secara terintegrasi dan saling menyangga karena merupakan 

pusat pendapatan perdesaan serta banyak memiliki kegiatan agribisnis 

yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat” 
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Peta wilayah pantai gorontalo utara sumber; 
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpidii.info%2Findex.php

%3Foption%3Dcom_blox%26view%3Dlayout_preview%26id%3D98%26ucwindo

w%3Dblank&psig=AOvVaw3hC0ObxCWiikZRnZU1npuk&ust=1591859939175

000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDs3s_a9ukCFQAAAAA

dAAAAABAP 

 

4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon 

Ikan Milik Orang Lain 

4.2.1. Izin Rumpon (Harus Ada) 

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana 

sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan 

tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum 

berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum 

pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkrit 

dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan 

oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-

pengertian hukum pidana khsusnya hukum pidana indonesia, selain 

pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah 

pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta 

perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.berdasarkan teori 

hukum pidanan diatsa apabila kita berbicara mengenai penangkapan ikan 
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tanpa izin dibawah rumpon milik orang lain, maka kita akan merujuk pada 

aturan hukum yang berlaku seperti 

Apabila kita melihat rumusan mengenai Undang-undang Perikanan 

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menegaskan: 

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk prosesyang 

terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, 

konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan 

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan yang di lakukan oleh pemerintah atau 

otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan 

prduktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati” 

UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009  yang meliputi ; 

Pasal 28 dan Pasal 28 A 

“Melakukan penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal 

pengangkut ikan harus memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan 

(SIKPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat Ijin 

Penangkapan Ikan), ataupun tidak boleh memalsukan atau 

menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu”  

Berdasrkan hal diatas maka dapat digolongkan mengenai tindak 

pidana ilegal fishing yaitu; 

1. Menagkap ikan tanpa izin 
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2. Menggunakan izin palsu 

3. Melakukan penagkapan ikan dengan alat yang dilarang 

4. Menagkap ikan yang tidak sesuai ijin tangkap 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan kejadian di 

sekitaran Pantai Gorontalo Utara yang ditemukan pada saat melakukan 

penelitian bahwa beberapa nelayan ikan sudah mengalami kejadian yang 

sama yaitu pencurian ikan dibawah rumpon, ikan yang dikumpulkan dengan 

cara memasang rumpon di tengah laut atau laut dalam, ikan dibawah 

rumpon telah dicuri oleh orang lain yang bukan pemilik rumpon ikan 

sehingga hal ini tentunya sangat meresahkan masyararakat yang 

menggantungkan hidupnya dari pendapatan ikan, rumpon pada umunya 

adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan setelah itu ikan akan bermain 

dan berputar disekeliling rumpon dan pemilk rumpon akan mudah 

menagkpanya. 

Berdasarkan kasus diatas tentunya akan mengundang polemik 

mengenai pencurian ikan dibawah rumpon ikan, karena beberapa pandagan 

dari segi nelayan bahwa itu adalah Perilaku mencuri dan termasuk sebuah 

tindak pidana, sedangkan dalam beberapa doktrin tindak pidana pencurian 

ikan dibawah rumpon, bukanlah sebuah tindak pidana pencurian karena ikan 

yang masih berada dibawah laut tidak memiliki tuan dan tidak memiliki 

siapa pemilikinya 

Secara hirarki izin menenpatkan rumpon memang telah diatur 

mengenai hal pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan 
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Menteri KKP Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Bagi setiap orang yang 

melakukan pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Salehpada hari 

kamis 28 mei 2020 seorang ketua nelayan didesa pesisir gorontalo utara 

mengungkapkan bahwa 

mengenai izin menempatkan rumpon memang telah dipatuhi oelh 

masyarakat, namun bukan persoalan itu yang menjadi masalah yang 

menjadi masalah adalah rumpon yang telah dipasang dilaut sering kali 

terjadi pencurian ikan yang bukan pemilkik rumpon, sehingga 

masayrakat nelayan kerap melaporkan pencurian ikan dibawah 

rumpon maka akan susah mendapatkan hukumanya, hampir selama ini 

pencurian ikan belum pernah ditangani dengan serius” 

Apabila dikaji dalam hukum pidana izin menepatkan rumpon telah 

diatur Peraturan Menteri KKP Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Bagi setiap 

orang yang melakukan pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin 

Pemasangan Rumpon 

Pasal 7  

(1) Setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI 

wajib memiliki SIPR. 

 (2) Masa berlaku SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan berakhirnya masa berlaku SIPI. 
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 (3) Setiap kapal penangkap ikan yang mengoperasikan rumpon wajib 

membawa SIPR asli.  

4.2.2. Sanksi Pidana 

Hans Kelsen memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi 

koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang 

menggangu masyarakat” pada pandagan kelsen yang dimana pemberlakuan 

Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma 

yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen 

akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisiasi hukum, hal ini 

memenng disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial 

serta manusia pada umunya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi 

tertentu. 

Berbicara mengenai sanksi yaitu Sanksi PidanaYaitu sanksi yang 

bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat 

atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami 

kerugian, sanksi pidana sebenarya bersifat memaksa guna membatasi dan 

mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, 

apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan 

hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi 

itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) 

sebagiamana induk dari sanksi hukum pidana 
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Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:21 

Kejadian di sekitaran Pantai Gorontalo Utara yang ditemukan pada 

saat melakukan penelitian bahwa beberapa nelayan ikan sudah mengalami 

kejadian yang sama yaitu pencurian ikan dibawah rumpon, ikan yang 

dikumpulkan dengan cara memasang rumpon di tengah laut atau laut dalam, 

ikan dibawah rumpon telah dicuri oleh orang lain yang bukan pemilik 

rumpon ikan sehingga hal ini tentunya sangat meresahkan masyararakat 

yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan ikan, rumpon pada 

umunya adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan setelah itu ikan akan 

bermain dan berputar disekeliling rumpon dan pemilk rumpon akan mudah 

menagkpanya. 

Berdasarkan kasus diatas tentunya akan mengundang polemik 

mengenai pencurian ikan dibawah rumpon ikan, karena beberapa pandagan 

dari segi nelayan bahwa itu adalah Perilaku mencuri dan termasuk sebuah 

tindak pidana, sedangkan dalam beberapa doktrin tindak pidana pencurian 

ikan dibawah rumpon, bukanlah sebuah tindak pidana pencurian karena ikan 

yang masih berada dibawah laut tidak memiliki tuan dan tidak memiliki 

siapa pemilikinya 

Yang menjadi Urgensi (penting) pada Penelitian ini sehingga 

memungkinkan untuk dijadikan sebagai penelitian adalah  

 
21 Kuhpidana Pasal 10  
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1. Bentuk pencurian yang dilakukan oleh oknum yaitu pencurian 

ikan dibawah rompong milik orang lain 

2. Pencurian ikan dibawah rompong apabila dilihat dari sisi hukum 

pidana mengenai unsur tindak pidana pencurian  tidak masuk 

dalam kategori dalam unsur pencurian karena ikan dilaut 

diktegorikan tanpa pemilik 

3. Maksud tanpa pemilik adalah ikan yang berada dibawah gubuk 

rompong diatas laut tanpa suatu ikatan dan tidak dipelihara oleh 

siapapun 

Sehingga Sanksi pidana menurut peneliti belum pernah ditemukan 

karena belum pernah ada kejadian penagkapan oleh pihak kepolisian 

mengenai pencurian ikan dibawah rumpon tentunya kejadian datas akan 

memberikan pemahaman dan akan memunculkan Ide Dan Gagasan, guna 

mencari solusi dan memecahkan persoalan pencurian ikan dibawah rumpon 

nelayan di sekitaran lautPantai Gorontalo Utara 

Maka dari itu peneliti mengajukan penelitian untuk mencapai sebuah 

tujuan dari pada penelitian mengenai Kepastian Hukum tinda pidana 

pencurian ikan dibawah rumpon ikan nelayan, kepastian hukum yang 

diamksud adalah untuk mencari aturan hukum yang tepat bagi pencuri ikan 

dibawah rumpon ikan yang dipasang oleh nelayan, hal ini tentunya sebuah 

ironi yang harus dipecahkan karena rumpon yang dipasang oleh nelayan 

membutuhkan biaya yang tidak kecil mulai dari perakitan rumpon sampai 

pemasangan bahkan biaya untuk mecapai laut dalam semuanya 
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membutuhkan biaya yang banyak, sedangkan setelah dipsang rumpon ikan 

datanglah nelayan lain yang memanen ikan yang berada disekitaran rumpon 

tanpa keluar keringat sedikit pun. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama 4 orang nelayan (Adi, 

Rusli,Karim, Dan Stivan) Pada selasa 19 mei 2020 

 Mengugkapkan bahwa setiap rumpon yang dipasang sangat sering 

kami yang memasang bukan kami yang memanen, namun kami 

biasanya mengadu keperintah setempat dan nelayan-nelayan lainya 

tapi masih saja penegak hukum dan pemerintah daerah tidak bisa 

menangkap para pelaku, bahkan pernah kejadian katanya ikan yang 

mereka tangkap masih dilaut bukan diatas kapal, makanya kami 

bingung juga sebenarnya 

Apabila kita melihat kejadian diatas dihubungkan dengan teori hukum 

pidana sebagaimana yang diungkapkan Mengenai tindak pidana pencurian 

sebenarya diatur dalam beberapa pasal dalam hukum pidana sebagaimana 

pada Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP, namun dalam hukum pidana 

tentang pencurian terdapat pula beberapa teori yang mengkategorikan 

mengenai pencurian sebagaimana yang disebutkan Adami Chazawi dengan 

ketegori  

1. Benda bergerak (Rorrend Goed) serta memiliki hak milik 

2. Benda tidak bergerak dan tidak memilki hak milik 
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Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang melihat dari dua sisi 

mengenai tindak pidana yang sudah diatur dan belum diatur didalam hukum 

pidana. 

Menurut teori hukum pidana ini tindank pidana pencurian ikan 

dibawah rumpon ikan tidak termasuk dalam ketgori pencurian yang diatur 

dalam pada Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP, sehingga dalam 

pembuktinaya masi memerlukan pembaharuan hukum pidana 

Berbeda halnya dengan pemasangan rumpon harus mendapatkan izin 

dari Pihak KKP namun ikan yang berada disekitaran rumpon tidak termasuk 

objek yang diatur izin rumpon bahwa siapa pemiliknya karena masih berada 

dilaut lepas 

Berikut Gambaran Logika Berpikir pemasangan rumpon ikan dilaut  

 

 

 

 

 

 

 

Rumpon  IZIN 

Peraturan Menteri KKP Nomor 

26/PERMEN-KP/2014 

PEMASANGAN 

RUMPON YANG 

BERIZIN 

(DIPERBOLEHKAN) 

PASAL 7 AYAT 1,2,DAN 

3 Peraturan Menteri 

KKP Nomor 

26/PERMEN-KP/2014 

 

PEMASANGAN RUMPON 

YANG TAK BERIZIN 

(SANKSI ADMINISTRASI) 

PASAL 27 AYAT 2,4 DAN 

6 

Peraturan Menteri KKP 

Nomor 26/PERMEN-

KP/2014 

 

 

PEMASANGAN RUMPON 

DILAUT 

PENCURIAN IKAN PADA 

RUMPON TANPA SANKSI 

PIDANA BAHKAN TDAK 

DIATUR DALAM 

PERATURAN PEMERINTAH  
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Mengenai Gambaran bagan diatas bahwa Rumpon yang akan dipasang 

harus mendapatkan izin dari Peraturan Menteri KKP Nomor 26/PERMEN-

KP/2014 setelah itu apabila izin telah dilengkapi maka akan terbit surat 

layak pemasangan rumpon adapun rumpon yang biasanya tidak memilki 

izin akan ditertibkan oleh KKP namun yang menjadi persoalan tidak adanya 

aturan hukum yang menaungi apabila rumpon sudah dipasang dilaut 

sehingga berungkali terjadinya pencurian ikan dibawah rumpon yang berizin 

4.3 Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain 

4.3.1. Penegak Hukum 

Pemerintah sebagai instrumen pelindung masyarakat merupakan 

benteng utama dalam menciptakan aman dan tertibnya masyarakat, penegak 

hukum disini diartikan seagai orang yang mengatur ketertiban masyarakat  

Menurt teori yang diungkpakan oleh soerjono soekanto “Yang 

dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung 

maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, 

Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum 

(Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan Setiap profesi 

penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-

masing Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika 

suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, 

hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari 

penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada 
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hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan 

diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskanya secara adil dan 

juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab 

kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, 

sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis 

operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, 

pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak 

diindahkannya prinsip the right man in the right place; Ketiga, rendahnya 

komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya 

mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, 

kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia 

caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; 

Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized 

crime antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. 

Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya 

koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroritis dan kaidah, 

maupun dalam tingkat operasionalnya Padahal, koordinasi hukum itu adalah 

salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. 

Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpenegak hukum ini, maka 

kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu 

pada keadilan (integrated justice system). Dengan keadaan demikian ini, 

maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang 
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seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif 

terhadap penegakan hukumnya” 

Sedangkan penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah para pihak petugas kelautan yang bernaung pada MENTERI 

KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA yaitu petugas 

pelabuhan dan petugas pengawas pencurian ikan dilaut 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nelayan Bapak 

abdul manaf pada tanggal rabu 20 mei 2020 mengungkapkan bahwa  

Daerah Pantai Gorontalo Utara bagi nelayan kalau pencurian ikan 

diatas kapal mudah untuk dilaporkan langsung ke pihak kepolisian 

tetapi apabila pencurian terjadi dibawah rumpon ikan kami rumit 

melaporkan karena aturanya belum ada yang bisa untuk mengusir 

orang-orang yang mencuri dibawah rumpon hanya masyarakat dibantu 

oleh petugas pengamana laut namun itu juga sulit karena tempat untuk 

mengadukan tidak tau dimana, juga tidak adanya koordinasi 

penertiban dengan pemerintah stempat wilayah penempatan rumpon 

sehingga kami yang memasang rumpon secara sah karena ada izin, 

orang lain yang memanen ikan tanpa sepengetahuan pemilik rumpon 

Menurut analisa penulis yang ditemukan dilapangan bahwa 

sebenarnya yang menjadi persoalan adalah adanya ketidak pastian mengenai 

dimana letak masyarakat nelayan untuk mengadukan nasibnya apabila 

terjadi pencurian ikan dibawah rumpon, hal ini menjadi sebuah penafsiran 

yang ambigu karena pemasangan rumpon ikan harus ada izin sedangkan 
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apabila ikan dibawah rumpon dicuri hampir dikatakan tidak ada jalan 

penyelesaiaan dari pemerintah setempat tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan 

karena apabila dibiarkan akan menjadi kekacauan ditengah masyrakat 

nelayan  

4.3.2. Aturan  

Apabila kita melihat rumusan mengenai Undang-undang Perikanan 

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menegaskan: 

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk prosesyang 

terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, 

konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan 

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan yang di lakukan oleh pemerintah atau 

otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan 

prduktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati” 

UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009  yang meliputi ; 

Pasal 28 dan Pasal 28 A 

“Melakukan penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal 

pengangkut ikan harus memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan 

(SIKPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat Ijin 

Penangkapan Ikan), ataupun tidak boleh memalsukan atau 

menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu”  
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Berdasrkan hal diatas maka dapat digolongkan mengenai tindak 

pidana ilegal fishing yaitu; 

1. Menagkap ikan tanpa izin 

2. Menggunakan izin palsu 

3. Melakukan penagkapan ikan dengan alat yang dilarang 

4. Menagkap ikan yang tidak sesuai ijin tangkap 

Aturan ini sangat jelas bahwa setiap orang yang melaukan kegiatan 

penagkapan ikan harus mendapatkan izin dari pemerintah Undang-undang 

Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, namun dalam 

penerapanya di sekitaran pantai Gorntalo utara masih saja terjadi pencurian 

ikan dibawah rumpon nelayan yang dipasang secara sah dan memilki izin 

maka dari itu perlunya aturan hukum yang tegas dan penegak hukum yang 

memadai untuk menghilangkan para pencuri ikan yang tidak bertanggung 

jawab. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan saah satu kepolisian polres 

gorontalo utara Bripka David Harun mengungkapkan bahwa  

Hampir tidak ada aturan yang mengatur mengenai pencurian ikan 

dibawah rumpon ikan nelayan, tetapi izin memasang rumpon harus 

ada, sehingga kami juga pihak penegak hukum bingung untuk 

menerapkan aturan  

4.3.3. Keterbukaan Masyarakat 
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Mengenai Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum 

sudah sangat menurun karena tiap ada pencurian ikan dibawah rumpon 

hampir tidak ada penyelesaian dan masyarakat hanya turun langsung 

menjaga rumpon sendiri, hal membuat masyarakat juga acuh tak acuh 

terhadap aturan yang ada, selain itu keterbukaan masyarakat terhadp 

pemerintah derah hampir tidak ada karena sumbangsi pemirkiran pemerintah 

mengenai pencurian ikan dibawah rumpon dianggap tidak ada 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat nelayan 

mengungkapkan bahwa  

Kalau ada pencurian ikan kami sudah tidak melapor lagi, dilapor pun 

tidak ada penyelesaian atau langkah kongkrit penegak hukum dan 

pemerintah stempat, maka dari itu kami masyarakat yang turun 

langsung menjaga rumpon ikan masing-masing apabila ditemui 

pencuri ikan kami kejar, dan kalau kami tangkap bahaya juga karena 

pasti akan menumbulkan perkelahian makanya kadang kami pasrah 

saja rejeki sudah diatur  

Berbicara mengenai ketidak pastian hukum apabila dihubungkan 

dengan pencurian ikan dibawah rumpon ikan memang agak rumit untuk 

dipecahkan, hal ini dikarenakan belum ada aturan jelas siapa meilkik ikan 

dibawah rumpon yang ada dilaut lepas 

Menurut penulis ikan dibawah rompon ikan yang telah dibuat oleh 

nelayan, rumpon merupakan semacam alat bantu nelayan yang 

dipersamakan dengan batu karang yang ada di tengah laut untuk tempat ikan 
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bermain, rumpon ikan dibuat dari kerajinan tangan manusia yang gunanya 

untuk mendatangkan ikan sebanyak mungkin dan berada dibawah rumpon 

setelah itu rumpon ikan akan sangat mudah ditangkap karena ikan akan 

ermain disekeliling rumpon, namun yang menjadi permasalahan mengenai 

rumpon ikan adalah banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab 

mencuri ikan yang dibawah rumpon yang dipasang oleh orang lain. 

Seperti kejadian di sekitaran Pantai Gorontalo Utara yang ditemukan 

pada saat melakukan penelitian bahwa beberapa nelayan ikan sudah 

mengalami kejadian yang sama yaitu pencurian ikan dibawah rumpon, ikan 

yang dikumpulkan dengan cara memasang rumpon di tengah laut atau laut 

dalam, ikan dibawah rumpon telah dicuri oleh orang lain yang bukan 

pemilik rumpon ikan sehingga hal ini tentunya sangat meresahkan 

masyararakat yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan ikan, 

rumpon pada umunya adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan setelah 

itu ikan akan bermain dan berputar disekeliling rumpon dan pemilk rumpon 

akan mudah menagkpanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.KESIMPULAN 

1. Penegakan Hukum tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan 

Milik Orang Lain Yang Pertama Adalah Izin Rumpon (harus ada) karena 

hal ini diatur dalam peraturan pemerintah yang mengaharuskan rumpon 

yang dipasang dilaut harus ada izin guna meciptakan ketertiban 

pemasangan serta menjaga habitat laut dan yang kedua adalah Sanksi 

pidana bagi rumpon yang tidak memilki izin selain dari pada itu rumpon 

ikan juga menjadi lahan bagi pencuri ikan sehingga diperlukan adanya 

aturan baku yang mengatur mengenai pencurian ikan dibawah rumpon 

ikan yang berizin 

2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain yaitu Penegak 

Hukum yang kurang memadai sehingga pencurian ikan masih terjadi 

selain itu Aturan mengenai pencurian ikan dibawah rumpon masih kurang 

jelas sehingga masyarakat tidak memahami bagaimana seharusnya 

terhadap rumpon yang dimilkinya dan Keterbukaan Masyarakat terhadap 

pencurian ikan sudah mulai menurun hal ini diakibatkan seringnya terjadi 

pencurian ikan tetapi tidak ada penyelesaian terhadap pemerintah daerah 

dan penegak hukum yang megakbatkan masyarakat sudah tidak pedui lagi 

dengan aturan yang ada  
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5.2.SARAN  

1. Seharunya pemerintah daerah melakukan pengawasan dan penertiban bagi 

rumpon yang berizin dan melahirkan aturan mengenai pencurian ikan dilaut 

khsusnya dibawah rumpon ikan yang berizin 

2. Masyarakat perlu pemhaman yang mendalam mengenai pengelolaan hasil 

perikanan dan kelautan agar betul-betul masyarakat tau harus seperti apa 

ikan yang ditangkap sehingga tidak memunculkan polemik pencurian 

dikalangan masyarakat 
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